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BAB  III 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

   Penerapan  Prinsip keadilan  belum maksimal dijalankan dalam  

Pengadaan tanah Tol Manado Bitung  Hasil penelitian lapangan 

menunjukan tidak maksimalnya penerapan prinsip keadilan  karena Tim 

9 dan Appraisal tidak transparan dalan Soialisasi tentang ganti rugi . 

Tim pelaksanaan pengadaan tanah terlalu berlebihan dalam menerapkan 

prinsip hak menguasai Negara dalam kegiatan-kegiatan pengadaan 

tanah Prosedur yang tidak transparan dan berkeadilan tersebut 

menyebabkan banyak pemilik tanah menolak penetapan ganti rugi. 

Hasil penelitian terhadap 10 responden pemilik tanah menunjukan 8 

responden tidak setuju tentang harga yang ditetapkan oleh appraisal  

sehingga mereka mengugat di pengadilan negeri Airmadidi. 

Ketidakadilan dalam penetapan ganti rugi disebapkan oleh  penilaian  

Apraisial terlalu memberatkan pemilik tanah karena Appraisal yang dari  

Jakarta diangap terlalu makro dalam penetapan besaran harga ganti 

kerugian. Tidak adanya negosiasi dengan pemilik tanah menyebabkan  

penetapan harga ganti rugi bersifat sepihak dan cenderung merugikan 

Karena aspek seperti hubungan pemilik tanah dengan tanah yang 

bertahun tahun tidak diperhatikan  begitu juga penetapan harga yang 

diberikan tidak sesuai dengan harga pasar  dan para pemilik tanah 

merasa tidak adil.  
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B.  Saran 

1. Untuk maksimalnya prinsip keadilan dalam pengadaan tanah maka perlu  

dikedepankan aspek transparansi dmulai dari perencanan sampai dengan 

penetapan ganti rugi  BPN harus berperan maksimal dalam  pengadaan 

tanah untuk memcegah terjadinya sengketa  dan berakibat pada penolakan 

masyarakat terhadapa pengadaan tanah Hak menguasai Negara yang 

terlalu digunakan secara berlebihan  sehingga cenderung represif  sehingga 

bertentangan dengan Pasal 33 UUD . 

2. Untuk tercapainya ganti rugi yang berkeadilan  maka  BPN Kabupaten/Kota 

mengupayakan terlebih dahulu upaya musyawarah atau mediasi yang 

dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Kemudian bila 

tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dipersilahkan untuk mengajukan 

gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui Pengadilan  hakim 

akan memutuskan dalam penyelesaian sengketa dari segi Pembuktiannya, 

karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat  diketahui  

hakim  dari  alat-alat  bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. 
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